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Elfina Ramayani. Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada Badan 
Pertimbangan Kepegawaian lt.5 Jalan Mayjen Sutoyo, RT.9/RW.9, Cililitan, 
Jakarta, 8 Juli – 30 Agustus 2019. Program Studi S1 Manajemen, Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi praktikan adalah untuk menambah 
pengalaman dan wawasan, mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh praktikan 
selama perkuliahan dengan mempraktikannya secara langsung, dan menambah 
pengetahuan dan keterampilan agar mampu mengembangkan dan memantapkan 
sikap profesional yang nantinya diperlukan untuk memasuki dunia kerja sesuai 
dengan bidang dan keahliannya.  
Laporan ini berisikan kegiatan praktikan selama melakukan kegiatan praktik kerja 
lapangan, Praktikan ditempatkan di Unit Kerja Sekretariat Badan Pertimbagan 
Kepegawaian (BAPEK). Pekerjaan yang didelegasikan kepada praktikan yaitu, 
Melakukan proses banding administratif PNS, menerbitkan dan mengunggah surat 
cuti pegawai, dan menginput kerja harian asisten sekretaris BAPEK. Setelah 
menjalani kegiatan praktik kerja lapangan, praktikan telah mendapatkan 
pengetahuan dan pengalaman tentang dunia kerja nyata yang selama ini tidak di 
dapatkan di perkuliahan 
Kata Kunci: Praktik Kerja Lapangan, Banding Administratif PNS, Cuti Pegawai, 
Laporan Kerja Harian.  
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ABSTRACT 
Elfina Ramayani. Internship report at Badan Pertimbangan Kepegawaian., 
Mayjen Sutoyo Street, RT.9/RW.9, Cililitan, Jakarta, 8th July – 30th August 2019. 
S1 Management Program Study of Faculty of Economics, State University of 
Jakarta. 
The purpose of internship for the practitioner is to add experience and insight, 
apply the knowledge that has been obtained by the practitioner during the lecture 
to practice it directly, and add knowledge and skills to be able to develop and 
strengthen professional attitudes which will be needed to enter the workforce due 
with qualifications. 
This report contains the activities of the Student during Internship, practitioner 
placed in the Secretariat Work Unit at Badan Pertimbangan Kepegawaian. The 
work delegated to the practitioner is, conducting administrative appeals process 
for civil servants, publishing and uploading employee leave letters, and input the 
daily work BAPEK assistant secretary. After undergoing fieldwork activities, the 
practitioner has gained knowledge and experience about the real world of work 
that has not been obtained at the lecture. 
Keywords:Internship, Administrative Appeal for Civil Servants, Employee Leave, 

















Puji dan syukur praktikan panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya dan juga memberikan kelancaran serta 
kemudahan dalam menyelesaikan laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) sebagai 
bentuk pertanggungjawaban praktikan selama melaksanakan PKL di Badan 
Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK), dalam rangka memenuhi salah satu syarat 
untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta. 
Laporan ini dibuat berdasarkan hasil Praktik Kerja Lapangan (PKL) di 
Badan Pertimbangan Kepegawaian selama empat puluh (40) hari di unit kerja 
Sekretariat BAPEK. Praktikan berharap, dengan disusunnya laporan ini dapat 
bermanfaat untuk praktikan secara khusus dan bagi para pembaca laporan ini secara 
umum untuk menambah pengetahuan serta dapat menjadi referensi bagi para 
pembaca. Maka Praktikan menghaturkan rasa terima kasih kepada seluruh pihak 
yang telah mendukung dan membantu praktikan selama proses pembuatan laporan 
ini, terutama kepada orang tua praktikan yang telah memberikan doa dan kasih 
sayang yang tiada habisnya selama hampir dua puluh satu tahun. Praktikan pun 
hendak mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. Dedi Purwana E.S., M.Bus. selaku Dekan Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
2. Bapak Dr. Suherman, S.E., M,Si. selaku Koordinator Program Studi S1 
Manajemen. 
3. Ibu  Dra. Solikhah, M.M. selaku dosen pembimbing PKL. 
 vii 
4. Bapak Andi Anto, S.sos., M.H., M.AP. selaku Asisten Sekretaris BAPEK. 
5. Bapak Zaenuda Ikhwanul Aziz, S.H.  selaku mentor praktikan I. 
6. Bapak Septria Minda Eka Putra, S.H. selaku mentor praktikan II. 
7. Kepada Orangtua tercinta yang selalu mendoakan anaknya. 
8. Seluruh Dosen yang telah memberikan ilmu, selama praktikan berada di 
bangku perkuliahan. 
9. Keluarga besar Badan Pertimbangan Kepegawaian untuk bimbingannya 
selama praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan. 
10. Teman-teman S1 Manajemen A 2016 yang senantiasa memberikan 
semangat untuk menyelesaikan laporan Praktik Kerja Lapangan. 
Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, dalam penulisan laporan ini praktikan 
menyadari masih banyak kekurangan karena keterbatasan yang dimiliki. Untuk itu 
praktikan sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun. Semoga laporan 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini bermanfaat bagi praktikan khususnya dan 
pembaca pada umumnya. 
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A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan 
Sumber Daya Manusia merupakan aset yang paling berharga dalam 
perusahaan. Sumber Daya Manusia adalah suatu hal yang sangat penting dan 
harus dimiliki dalam upaya mencapai tujuan organisasi atau perusahaani. 
Selain itu, Sumber daya manusia sebagai salah satu faktor produksi untuk 
menghasilkan sebuah output. Manajemen Sumber Daya Manusia sangat 
berkaitan dengan cara pengelolaan sumber daya instani, dalam organisasi dan 
lingkungan yang mempengaruhinya, agar mampu memberikan kontribusi 
secara optimal bagi pencapaian organisasi. Oleh karena itu, peningkatan 
sumber daya manusia harus diperhatikan dengan baik karena semakin tinggi 
kualitas sumber daya manusia, maka semakin meningkat pula efisiensi dan 
produktivitas suatu negara. 
Sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam suatu perusahaan 
maupun instansi, maka kualitas tenaga kerja harus dikembangkan dengan baik. 
Namun, pada kenyataannya ketidakselarasan antara pengetahuan mahasiswa 
mengenai dunia kerja, serta belum memiliki pengalaman kerja secara langsung 
mengakibatkan mahasiswa kesulitan dalam beradaptasi yang kemudian 
berujung pada kegagalan dalam mendapatkan pekerjaan. Dengan demikian 
diperlukan sebuah proses pendidikan yang memberi ruang bagi mahasiswa 
dalam meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan kesiapan mereka dalam 






Perguruan tinggi sebagai salah satu organisasi berbasis pendidikan 
merupakan institusi pendidikan yang memiliki tujuan untuk menghasilkan 
sumber daya manusia sekaligus generasi penerus bangsa yang kaya akan ilmu 
pengetahuan dan teknologi baik secara teoritis maupun praktis. Dalam 
mewujudkan tujuan tersebut, Universitas Negeri Jakarta (UNJ) turut serta 
dalam melatih dan membentuk tenaga profesional agar siap untuk terjun ke 
dunia kerja. Selain dari pihak universitas para perusahaan atau instansi juga 
diharapkan memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk lebih mengenal 
dunia kerja dengan cara menerima mahasiswa yang ingin mengadakan 
kegiatan praktik kerja lapangan. 
Praktik kerja lapangan merupakan penerapan seorang mahasiswa pada 
dunia kerja nyata yang sesungguhnya. Di Universitas Negeri Jakarta praktik 
kerja lapangan merupakan salah satu mata kuliah yang terdapat dalam 
kurikulum yang bertujuan meningkatkan wawasan, pengalaman, kemampuan, 
dan keterampilan mahasiswa. Melalui praktik kerja lapangan, mahasiswa 
diharapkan agar dapat lebih mengenal dan dapat menyesuaikan diri pada dunia 
kerja serta mengaplikasikan teori atau setiap pengetahuan yang diterima 
selama di perkuliahan. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini diharapkan dapat 
menjadi kerjasama yang menguntungkan antara Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta. 
Pada praktik kerja lapangan ini praktikan mendapatkan kesempatan 
untuk melakukan praktik kerja lapangan pada Badan Pertimbangan 






BAPEK karena sesuai dengan konsentrasi yang diambil praktikan yaitu 
manajemen sumber daya manusia. Pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh 
Peawai Negeri Sipil (PNS) akan dijatuhi hukuman disiplin. Hukuman disiplin 
yanga diberikan kepada PNS terdiri dari hukuman disiplin ringan, sedang, dan 
berat. Berdasarakan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil, PNS yang melakukan pelanggaran disiplin berat 
akan dijatuhi hukuman disiplin berat, salah satunya ialah pemberhentian 
dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS yang dilakukan oleh 
Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah.  
Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disipin berat yaitu 
pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dapat 
mengajukan banding administratif kepada BAPEK. Berdasarakan Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, 
banding administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh 
PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan 
hormat tidak atas permintaan sendiri  yang dijatuhkan oleh pejabat yang 
berwenang menghukum. 
Berdasarakan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK), BAPEK adalah instansi yang 
bertugas untuk memberikan memberikan pertimbangan kepada Presiden atas 
usul penjatuhan hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan 
jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian 






untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari 
PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat 
tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS oleh pejabat pembina kepegawaian 
dan/atau gubernur selaku wakil pemerintah. 
Dalam memudahkan melaksanakan tugas BAPEK, maka dibentuklah 
unit kerja Sekretariat BAPEK. Pada unit kerja sekretariat BAPEK bertugas 
memberikan pelayanan administrasi yang dilakukan oleh bagian tata usaha dan 
pelayanan teknis yang dilakukan oleh bidang pengolahan masing-masing 
dalam melakukan proses banding administratif  PNS. Praktikan memiliki 
kesempatan praktik di Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) pada unit 
kerja Sekretariat BAPEK sebagai tempat menjalani program PKL dimana 
praktikan dapat mengetahui lebih jauh tentang pekerjaan serta tugas yang 
dijalankan khususnya prosedur banding administratif PNS bagi yang 
melakukan pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin serta sistem 
kerja yang diterapkan di instansi dan membantu tugas lain diluar prosedur 
banding administratif. 
B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
Adapun maksud dan tujuan dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan 
(PKL) antara lain: 
1. Maksud Praktik Kerja Lapangan 
a. Sebagai salah satu persyaratan kelulusan bagi mahasiswa S1 






b. Memperoleh pengetahuan baru dan mendapatkan pengalaman kerja 
dibidang yang sesuai dengan konsentrasi belajar praktikan, yaitu 
Manajemen Sumber Daya Manusia. 
c. Memperkenalkan praktikan dengan dunia kerja yang sesungguhnya. 
d. Melatih praktikan agar mampu bekerja sama dalam dunia kerja. 
e. Memberikan kontribusi terhadap institusi yang merupakan tempat 
praktikan menjalankan. 
f. Menumbuhkan rasa tanggung jawab dan mewujudkan sosok yang 
terampil, jujur, berkompeten, dan unggul serta mempersiapkan 
mental. 
2. Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
a. Mengetahui secara langsung proses banding administratif PNS di 
lingkungan unit kerja sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawian 
(BAPEK). 
b. Mengetahui secara langsung proses menerbitkan dan mengunggah 
surat cuti pegawai di lingkungan unit kerja sekretariat Badan 
Pertimbangan Kepegawian (BAPEK). 
c. Mengetahui secara langsung dalam menginput kerja harian Asisten 
Sekretaris BAPEK. 
C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 
Adapun kegunaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) antara lain: 






a. Mengembangkan kemampuan dan keterampilan sesuai dengan ilmu 
yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Program Studi S1 
Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
b. Mempersiapkan diri baik fisik maupun mental untuk dapat 
menghadapi dunia kerja pasca mendapat gelar sarjana ekonomi. 
c. Memenuhi salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa program S1 
Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
d. Melatih keterampilan mahasiswa sesauai dengan pengetahuan yang 
diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi UNJ. 
e. Mengembangkan pola pikir, kreativitas, dan keberanian serta 
kemampuan berkomunikasi yang dibutuhkan dalam dunia kerja. 
f. Mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh sejauh selama berada di 
bangku kuliah dan medapatkan pengalaman baru yang belum 
diperoleh dari pendidikan formal. 
2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
a. Sebagai sarana pembelajaran agar mahasiswa khususnya Jurusan 
Manajemen Sumber Daya Manusia mampu menjadi tenaga – tenaga 
ahli yang dibutuhkan di dunia kerja serta mampu bersaing dalam 
perkembangan globalisasi. 
b. Membangun kerja sama dan hubungan baik antara perguruan tinggi 
dengan perusahaan atau instansi terkait sehingga perguruan tinggi 






c. Meningkatkan kualitas lulusan Sarjana Ekonomi yang mempuni 
sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing. 
d. Membuka peluang kerja sama antara Universitas dengan instansi 
terkait dalam pelaksaan Praktik Kerja Lapangan di waktu yang akan 
datang. 
e. Mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi tenaga kerja yang 
profesional dan berpengalaman. 
f. Meningkatkan citra dari Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 
Jakarta, sebagai pencetak bibit unggul berkualitas. 
g. Mendapatkan umpan balik (feedback) berupa saran dan kritik untuk 
menyempurnakan dan memperbarui kurikulum yang sesuai dengan 
kriteria yang dibutuhkan instansi dan tuntutan pembangunan pada 
umumnya. 
3. Bagi Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) 
a. Dengan adanya mahasiswa yang melakukan kegiatan PKL dapat 
membantu pekerjaan operasional karyawan yang terkait. 
b. Mendapatkan tenaga kerja tambahan dalam menyelesaikan pekerjaan 
yang belum selesai. 
c. Praktikan dapat membantu pekerjaan sehari-hari, melakukan proses 
banding mulai dari menerima permohonan banding PNS sampai 
dengan membuat konsep risalah sidang PNS terkait pelanggaran 
disiplin, menerbitkan dan mengupload surat cuti pegawai, dan 






d. Menumbuhkan kerjasama yang saling menguntungkan dan 
bermanfaat bagi pihak-pihak yang terlibat. 
D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Badan Pertimbangan 
Kepegawaian pada unit kerja Sekretariat BAPEK. Berikut adalah data lengkap 
mengenai tempat pelaksanaan PKL adalah sebagai berikut: 
a. Nama Instansi : Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) 
b. Alamat  : Gedung 3 Lt. 5, Jl. Mayjen Sutoyo, RT.9/RW.9, 
 Cililitan, Jakarta Timur 13640 
c. Telepon  : (021) 80889609 
d. Email  : sekretariat.bapek@bkn.go.id 
E. Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 
Waktu pelaksanaan PKL praktikan terdiri dari beberapa tahapan yaitu, tahap 
persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Rangkaian tersebut antara lain: 
1. Tahap Persiapan 
Pada tahap persiapan, praktikan melakukan wawancara pada tanggal 28 
Juni 2019 pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) unit yang menerima 
PKL mahasiswa yang berada di daerah Cililitan, Jakarta Timur. Setelah 
melakukan wawancara pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) bisa 
menerima mahasiswa PKL dan mengetahui berkas apa saja yang 
diperlukan untuk melakukan PKL di Badan Pertimbangan Kepegawaian 
(BAPEK) praktikan mengurus kebutuhan surat dan administrasi yang 






kepada pihak kemahasiswaan gedung R untuk mendapatkan akses 
membuka website SIPERMAWA untuk membuat surat permohonan 
pengajuan praktik kerja Lapangan. Lalu menunggu selama tiga hari untuk 
proses surat resmi yang akan di ambil melalui BAAK UNJ. Kemudian 
pihak perusahaan mengijinkan praktikan memulai kegiatan Praktik Kerja 
Lapangan pada tanggal 8 Juli 2019. 
2. Tahap Pelaksanaan 
Praktikan melaksanakan kegiatan PKL di Badan Pertimbang Kepegawaian 
(BAPEK) pada unit kerja Sekretariat BAPEK pada tanggal 8 Juli – 30 
Agustus 2019. Praktikan melaksanakan PKL kurang lebih selama 8 
(delapan) minggu atau selama 40 (empat puluh) hari. Pakaian yang 
praktikan gunakan adalah pakaian yang sopan dan formal. Berikut 
ketentuan waktu kerja selama kegitan PKL : 
Tabel 1.1 Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan 
Hari Kerja Pukul Keterangan 
Senin – Kamis 
08.00 –16.00 Jam Kerja 
12.00 – 13.00 Istirahat 
Jumat 
08.00 – 16.30 Jam Kerja 
11.30 – 13.00 Istirahat 
Sumber: data diolah oleh praktikan 
3. Tahap Pelaporan 
Pada tahap ini, praktikan diwajibkan untuk membuat laporan PKL sebagai 
bukti telah melaksanakan PKL pada unit kerja Sekretariat Badan 






menyelesaikan laporan PKL pada periode bulan Juli - Agustus 2019. 
Pembuatan laporan ini merupakan syarat kelulusan untuk mendapatkan 
gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
Laporan ini berisi pengalaman praktikan selama masa PKL di Badan 
Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK). Data yang diambil praktikan 
diperoleh langsung dari Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) 







BAB II  
TINJAUAN UMUM 
A. Sejarah Umum Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) 
Badan Pertimbangan Kepegawaian (disingkat BAPEK) adalah 
lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa kepegawaian sebagai akibat 
pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan hukuman 
disiplin berat yaitu pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri 
sebagai PNS. BAPEK berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung 
kepada Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
BAPEK didirikan berdasarkan Keputusan Presiden No. 67 Tahun 1984 tentang 
Badan Pertimbangan Kepegawaian yang ditetapkan pada tanggal 11 Desember 
tahun 1980 oleh Presiden Soeharto. Badan Pertimbangan Kepegawaian 
dibentuk berdasarkan urgensi bersamaan dengan keluarnya Peraturan 
Pemerintah No. 30 tahun 1980.  
Badan Pertimbangan Kepegawaian wajib mengambil keputusan 
mengenai keberatan yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil kepadanya. 
Keputusan yang diambil oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian, adalah 
mengikat dan wajib dilaksanakan oleh semua pihak yang bersangkutan. Untuk 
melancarkan pelaksanaan tugas, pada Badan Pertimbangan Kepegawaian 
dibentuk sebuah Sekretariat. Sekretariat BAPEK adalah unsur pembantu 
BAPEK dibidang administrasi dan mempunyai tugas pokok yaitu memberikan 
pelayanan administratif dan teknis BAPEK. Pada unit kerja sekretariat 






terkait dengan surat-menyurat. Sedangkan pelayanan teknis dalam melakukan 
proses banding administratif  PNS dilakukan oleh Bidang Pengolahan masing-
masing berdasarkan instansi dan wilayah kerja PNS.   
1. Visi BAPEK 
Visi BAPEK adalah menjadi pembina dan penyelenggara Manajemen 
Kepegawaian yang profesional dan bermartabat tahun 2025. 
2. Misi BAPEK  
Misi BAPEK adalah: 
a. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem perundang-undangan, 
kinerja, dan kesejahteraan pegawai. 
b. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pelayanan kepegawaian 
berbasis tenologi informasi. 
c. Mewujudkan keputusan banding administratif yang cepat, tepat, adil, 






B. Struktur Organisasi Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) 
  
 
Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Badan Pertimbangan Kepegawaian 
Sumber: Data diolah oleh praktikan 
Struktur organisasi merupakan suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian 
serta posisi yang ada pada suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan 
operasionalnya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Struktur organisasi 
didalam suatu perusahaan menggambarkan dengan jelas bentuk tugas, 
wewenang, dan tanggung jawab dari masing-masing fungsi pelaksana 
kegiatan. Struktur organisasi yang dimiliki Badan Pertimbangan Kepegawaian 
(BAPEK) menggunakan bentuk organisasi yang memiliki satu pimpinan yang 
memberi perintah dari atas kebawah. Dengan struktur organisasi yang dimiliki, 
terlihat kebijaksanaan dan kekuasaan yang langsung dari atas kebawah, dan 
garis pertanggung jawaban dari bawah ke atas. Dengan demikian dapat 






harus dilakukannya. Dalam pelaksanaannya setiap bagian pada Badan 
Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) memiliki tugas dan fungsi yang 
berbeda-beda. Berikut deskripsi pekerjaan yang dilakukan masing-masing 
posisi: 
1. Ketua BAPEK 
Ketua BAPEK adalah Menteri dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur 
Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan 
RB). Ketua BAPEK mempunyai tugas untuk memimpin semua kegiatan 
BAPEK, memimpin sidang-sidang BAPEK, memberikan laporan secara 
berkala atau sewaktu-waktu kepada presiden sesuai dengan keperluan. 
2. Sekretaris BAPEK 
Sekretaris BAPEK adalah Kepala Badan Kepegawaian Negara.  Sekretaris 
BAPEK mempunyai tugas untuk membantu Ketua dalam melaksanakan 
tugasnya, menerima semua surat-surat keberatan atau surat lain yang 
berhubungan dengan itu dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan atau 
pejabat lain yang berkepentingan, menyiapkan sidang-sidang BAPEK, 
menyiapkan keputusan BAPEK. 
3. Anggota BAPEK 
Anggota BAPEK terdiri dari 5 orang anggota yaitu Sekretaris Kabinet, 
Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung Muda yang membidangi 
urusan keperdataan dan tata usaha negara, Direktur Jenderal yang 
membidang urusan peraturan perundang-undangan serta Kementerian 






asasi manusia, dan Ketua Dewan Pengurus Nasional Korps Pegawai 
Republik Indonesia. Anggota BAPEK mempunyai tugas untuk 
menghadiri sidang-sidang BAPEK, memberikan pertimbangan atau 
pendapat dan turut serta secara aktif mengambil keputusan, melaksanakan 
tugas lain yang ditentukan oleh Ketua.  
4. Asisten Sekretaris BAPEK 
Asisten sekretaris BAPEK mempunyai tugas sebagai berikut: 
a. Merumuskan sasaran dan program kerja Sekretariat Badan 
Pertimbangan Kepegawaian berdasarkan visi, misi, dan rencana 
strategis Badan Pertimbangan Kepegawaian untuk memperoleh 
rencana strategis dan rencana kerja Sekretariat Badan Pertimbangan 
Kepegawaian yang akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan 
kerja. 
b. Membina pegawai yang meliputi penegakkan disiplin, prestasi kerja, 
kompetensi, penghargaan, etika, dan kerukunan, serta kegiatan terkait 
lainnya di lingkungan Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang belaku agar diperoleh 
sosok pegawai sesuai dengan yang diharapkan.  
c. Mengarahkan tindak kerja pegawai melalui pertemuan resmi maupun 
tidak resmi  sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan agar diperoleh 
hasil kerja yang memuaskan.  
d. Menyelenggarakan kegiatan penerimaan semua surat banding 






hormat atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau 
surat lain yang berhubungan dengan hal itu dari Pegawai Negeri Sipil 
yang bersangkutan atau pejabat lain yang berkepentingan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan untuk kelancaran  pelaksanaan tugas. 
e. Menyelenggarakan kegiatan penyiapan risalah dan naskah 
pertimbangan BAPEK serta menyampaikannya kepada Presiden 
berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan tugas. 
f. Menyelenggarakan kegiatan sidang-sidang BAPEK berdasarkan 
peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 
5. Kepala Subbagian Tata Usaha 
Kepala Subbagian Tata Usaha (Kasubag TU) mempunyai tugas sebagai 
berikut: 
a. Merencanakan kegiatan  Subbagian Tata Usaha dengan menjabarkan  
Rencana operasional Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian  
sesuai SOP dan SOTK sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 
b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha 
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas.  
c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian 
Tata Usaha sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang telah 
diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar. 
d. Mengelola pelaksanaan penerimaan, pengagendaan, dan 






manual maupun elektronik pada Sekretariat Badan Pertimbangan 
Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 
e. Mengelola penyiapan naskah keputusan BAPEK sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas.  
f. Mengelola penyimpanan dan pemeliharaan arsip sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas.  
6. Kepala Bidang Pengolahan A dan B 
Asisten sekretaris dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Bidang, yaitu Kepala 
Bidang Pengolahan A dan Kepala Bidang Pengolahan B serta seorang 
Kepala Subbagian Tata Usaha. Bidang Pengolahan A dan B ini dibedakan 
berdasarkan instansi dan wilayah yang ditangani. Masing-masing dari 
kepala bidang pengolahan dibantu oleh 4 (empat) orang Kepala Sub 
Bidang. Tugas dari Kepala Bidang Pengolahan A dan B adalah menyusun 
rencana operasional di lingkungan Bidang Pengolahan berdasarkan  
program kerja  Sekretariat BAPEK, menyiapkan risalah-risalah sidang dan 
naskah surat keputusan BAPEK berdasarkan pembagian tugas, beban 
kerja, dan wilayah kerja yang ditetapkan oleh Asisten Sekretariat BAPEK.  
7. Sub Bidang Pengolahan A dan B 
Sub Bidang Pengolahan mempunyai tugas untuk membantu Kepala 






C. Kegiatan Umum Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) 
Kegiatan umum Badan Pertimbangan Kepegwaian yaitu memberikan 
pertimbangan kepada Presiden atas usul penjatuhan hukuman disiplin berupa 
penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, pemindahan 
dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari 
jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri bagi 
Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon I dan pejabat 
lain yang pengangkatan dan pemberhentiannya oleh Presiden. Pertimbangan 
dalam hal penjatuhan hukuman disiplin yang diputuskan oleh BAPEK adalah 
jenis hukuman disiplin berat yang dilakukan oleh PNS.  
Kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian 
memeriksa dan mengambil keputusan mengenai banding administratif yang 
diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Utama, 
golongan ruang IV/e ke bawah, tentang hukuman disiplin yang dijatuhkan 
kepadanya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, 
sepanjang mengenai hukuman disiplin berat yaitu pemberhentian dengan 
hormat tidak atas permintaan sendiri. Untuk melancarkan pelaksanaan tugas, 
pada Badan Pertimbangan Kepegawaian dibentuk sebuah Sekretariat.  
Sekretariat BAPEK adalah unsur pembantu BAPEK dibidang 
administrasi dan mempunyai tugas pokok yaitu memberikan pelayanan 
administratif dan teknis BAPEK. Kegiatan sekretariat BAPEK ini dimulai dari 






membuat surat tanggapan dan kelengkapan bahan, membuat risalah sidang, 
melakukan sidang BAPEK, dan membuat SK BAPEK.  
1. Menerima Berkas Permohonan Banding Administratif  
Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2011 tentang Badan 
Pertimbangan Kepegawaian, banding administratif adalah upaya 
administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap 
hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas 
permintaan sendiri sebagai PNS yang dijatuhkan oleh pejabat yang 
berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian. PNS 
yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat 
tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS oleh Pejabat Pembina 
Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah atau instansi yang 
terkait dapat mengajukan banding administratif kepada BAPEK. 
Permohonan banding dapat diajukan paling lama 14 (empat belas) hari, 
terhitung sejak tanggal surat keputusan hukuman disiplin diterima, apabila 
melebihi tenggang waktu  maka permohonan banding dianggap 
kadaluwarsa dan tidak dapat diterima oleh BAPEK.  
Banding administratif diajukan oleh PNS secara tertulis kepada 
BAPEK dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat Pembina 
Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah atau instansi yang 
terkait. Selain itu Dokumen yang dapat diserahkan PNS dalam 
permohonan banding yaitu, surat permohonan banding secara tertulis, 






berkas lain yang diperlukan. Pegawai pada unit sekretariat BAPEK 
membuat daftar atau jadwal piket untuk menerima permohonan banding 
PNS secara bergilir selama jam kerja. Pegawai akan menerima banding 
administratif PNS yang bersangkutan di pelayanan satu pintu pada gedung 
II BKN.  
2. Membuat Surat Permintaan Tanggapan dan Bahan 
Pegawai pada unit sekretariat BAPEK yang sudah menerima banding 
administratif PNS, maka membuat surat permintaan tanggapan dan bahan 
yang diajukan kepada instansi yang terkait sebagai bukti fakta bahwa PNS 
yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran disiplin. Bahan yang 
diperlukan untuk memproses banding administratif lebih lanjut seperti, 
Bertita Acara Pemeriksaan (BAP), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), 
Surat Panggilan Pemeriksaan, Surat Pernyataan Atasan Langsung, 
Keputusan Hukuman Disiplin Sebelumnya, dan bukti lainnya yang 
menguatkan bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran 
disiplin.  Tanggapan dan bahan ini harus diterima oleh unit sekretariat 
BAPEK paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal 
diterimanya tembusan banding administratif. 
3. Membuat Konsep Risalah Sidang 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) risalah adalah laporan 
atau catatan ringkas mengenai suatu masalah dalam ilmu pengetahuan. 
Risalah sidang adalah tulisan atau dokumentasi yang berisi informasi dan 






pegawai membuat risalah sidang yang berisi uraian lengkap fakta 
pelanggaran disiplin yang telah dilakukan oleh PNS. Risalah sidang ini 
nantinya yang akan dijadikan bahan oleh Ketua BAPEK dalam mengambil 
keputusan terhadap PNS. Risalah sidang dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu: 
a. Risalah Sidang Kecil 
Risalah sidang kecil berisi analisis dan kronologis pelanggaran disiplin 
yang dilakukan PNS serta proses penjatuhan hukuman disiplin yang 
dilakukan terhadap PNS yang mengajukan administrasi banding ke 
BAPEK. Risalah sidang kecil digunakan sebagai bahan pembahasan di 
Sekretariat BAPEK untuk dibawa ke pra sidang. Risalah sidang kecil 
akan disampaikan dalam rapat yang dihadiri oleh Asisten Sekretaris 
BAPEK dan pegawai BAPEK Teknis. Risalah sidang kecil digunakan 
sebagai bahan pembahasan di Serkretariat BAPEK untuk dibahas lebih 
lanjut pada pra sidang. 
b. Risalah Pra Sidang 
Pembahasan risalah pra sidang sama dengan di pembahasan risalah 
sidang kecil. Risalah pra sidang ini dihadiri oleh Kepala BKN dan 
Sekretariat BAPEK. Risalah pra sidang digunakan sebagai bahan 
pembahasan di Sekretariat BAPEK untuk dibawa ke sidang BAPEK. 
c. Risalah Sidang 
Risalah sidang digunakan sebagai bahan pembahasan di sidang BAPEK 
untuk dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh 






4. Melakukan Sidang BAPEK 
Setelah membuat konsep risalah sidang, BAPEK melakukan sidang 
untuk mempertimbangan keputusan yang akan diambil oleh BAPEK 
terhadap PNS yang mengajukan banding administratif. Sidang BAPEK 
dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sidang kecil, pra sidang dan sidang 
BAPEK. Sidang kecil hanya dihadiri oleh pihak internal sekretariat 
BAPEK seperti asisten sekretaris, kepala Tata Usaha, kepala bidang dan 
kepala subbidang. Dalam sidang kecil hal yang dipertimbangkan dilihat 
konsep risalah sidang kecil yang nantinya akan dibahas dalam pra sidang. 
Setelah melakukan sidang kecil, BAPEK melakukan pra sidang yang 
dihadiri oleh pihak internal sekretariat BAPEK dan kepala BKN selaku 
sekretaris BAPEK. Dalam pra sidang hal yang dipertimbangkan dilihat 
konsep risalah pra sidang yang nantinya akan dibahas dalam sidang 
BAPEK.  
Jika sidang kecil dan pra sidang sudah dilakukan dan menghasilkan 
saran dari kedua sidang tersebut, maka selanjutnya BAPEK melakukan 
siang BAPEK untuk diambil keputusan terhadap banding administratif 
yang dilakukan oleh PNS. Sidang BAPEK ini dihadiri oleh Menteri 
PANRB selaku ketua BAPEK, kepala BKN selaku sekretaris BAPEK, 5 
anggota BAPEK lainnya, dan asisten sekretaris BAPEK. Sidang BAPEK 
ini bertujuan untuk mengambil keputusan terhadap permohonan banding 






yaitu pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaaan sendiri sebagai 
PNS.  
5. Membuat Surat Keputusan (SK) BAPEK 
BAPEK wajib memeriksa dan mengambil keputusan dalam waktu 
paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diterimanya banding 
administratif. Keputusan BAPEK dilaksanakan melalui sidang BAPEK, 
yang dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, dan paling sedikit 3 (tiga) orang 
Anggota. Sidang BAPEK  dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 
setiap bulan. Keputusan BAPEK dapat memperkuat, memperberat, 
memperingan, atau membatalkan keputusan Pejabat Pembina 
Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah. 
Keputusan BAPEK mengikat dan wajib dilaksanakan oleh semua 
pihak yang terkait. Keputusan BAPEK disampaikan kepada PNS yang 
mengajukan banding administratif, Pejabat Pembina Kepegawaian atau 
Gubernur selaku Wakil Pemerintah, dan Pejabat lain yang terkait. 
Keputusan BAPEK disampaikan kepada PNS dituangkan melalui Surat 
Keputusan BAPEK yang di buat oleh pegawai pada unit sekretariat 
BAPEK dan ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris BAPEK. Surat 
Keputusan (SK) BAPEK dibuat paling lama 7 (tujuh) hari dan termasuk 
pengiriman SK kepada instansi yang dikirim melalui via pos atau dapat 






BAB III  
PELAKSANAAN PKL 
A. Bidang Kerja 
Pada pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Badan 
Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK), praktikan ditempatkan pada unit kerja 
Sekretariat BAPEK. Pada Sekretariat BAPEK dibagi menjadi 2 (dua) bagian 
yaitu memberikan pelayanan administrasi yang dilakukan oleh Tata Usaha dan 
pelayanan teknis yang dilakukan oleh Bidang Pengolahan masing-masing 
dalam proses banding administratif PNS. Unit kerja ini mengurusi hal hal yang 
berkaitan dengan pengadministrasian banding PNS yang diberhentikan dengan 
hormat tidak atas permintaan sendiri dari instansi yang terkait.  
Dari job description yang terdapat dalam unit kerja Sekretariat BAPEK, 
maka pekerjaan yang dilakukan oleh praktikan adalah : 
1. Melakukan proses banding administratif PNS; 
2. Menerbitkan dan mengunggah surat cuti pegawai; 
3. Menginput kerja harian asisten sekretaris BAPEK. 
Praktikan melaksanakan PKL sesuai hari kerja yaitu dari Senin-Kamis jam 
kerja pukul 08.00 – 16.00 WIB, jam istirahat pukul 12.00 – 12.30 WIB dan 
hari Jum’at jam kerja pukul 08.00 – 16.30 jam istrahat pukul 11.30  
B. Pelaksanaan  
Pelaksanaan PKL yang dilakukan yaitu memproses banding 
administratif PNS yang dijatuhi jenis hukuman disiplin berat berupa 






Pertama, praktikan diperkenalkan ke semua pegawai yang ada di Badan 
Pertimbangan Kepegawaian sebagai seorang praktikan, yang di tempatkan 
pada unit kerja Sekretariat BAPEK.  
Praktikan harus mengetahui dan mengenal para pegawai yang lainnya 
sehingga selama beberapa hari ke depan dapat mengamati tugas dan pekerjaan 
serta dapat bekerja sama dengan baik. Pada hari pertama Praktikan diberikan 
pengarahan tentang deskripsi pekerjaan yang akan dilakukan selama beberapa 
hari kedepan. Praktikan melakukan proses banding administratif PNS seperti, 
menerima permohonan banding adminitratif PNS yang ditujukan kepada 
BAPEK pada layanan terpadu, melakukan registrasi permohonan banding dan 
membuat disposisi surat masuk, membuat surat permintaan  tanggapan dan 
bahan, membuat konsep risalah sidang.  Selain itu, praktikan diberikan 
pekerjaan lainnya secara spontan dengan mengikuti arahan dari pegawai pada 
Sekretariat BAPEK, seperti menerbitkan dan mengupload surat cuti pegawai, 
dan menginput kerja harian asisten sekretaris BAPEK.  
1. Melakukan Proses Banding Administratif PNS  
PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan 
hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS oleh Pejabat Pembina 
Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah atau instansi yang 
terkait dan merasa tidak puas dengan keputusan tersebut maka dapat 
mengajukan banding administratif kepada BAPEK. Surat permohonan 
banding administratif dibuat secara tertulis oleh PNS yang bersangkutan 






pada pelayanan satu pintu di gedung II BKN. Banding administrtif yang 
telah masuk dan teregister akan diputus dengan waktu 180 hari sejak 
banding administrtif diterima. 
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Gambar 3. 1 Proses Banding Administratif PNS 
Sumber: data diolah oleh praktikan 
Tugas ini diberikan kepada praktikan oleh bagian Tata Usaha dan 
Teknis Bidang Pengolahan BAPEK, yang berhubungan dengan proses 
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menggunakan aplikasi BAPEK yaitu Sistem Informasi Penanganan Kasus 
Pertimbangan Kepegawaian yang dapat diakses pada laman 
http://192.168.35.8/default.aspx. Pada aplikasi ini terdapat format dari 
semua lampiran-lampiran yang dibutuhkan dalam proses banding 
administratif. Pada aplikasi tersebut praktikan diberi username dan 
password oleh Kepala Tata Usaha agar memudahkan praktikan dalam 
melakukan pekerjaan. 
Langkah pertama yang dilakukan adalah menerima surat 
permohonan banding administratif PNS. Sebelum menerima permohonan 
banding, praktikan memberikan buku tamu kepada PNS atau kuasa hukum 
yang ditunjuk oleh PNS untuk mengajukan banding administratif. Setelah 
mengisi buku tamu, PNS atau kuasa hukum menyerahkan berkas dan 
praktikan menerima berkas permohonan banding serta memeriksa Surat 








Gambar 3. 2 Proses Menerima Banding Administratif PNS 






Langkah kedua yang dilakukan adalah memberikan tanda terima 
permohonan banding. Setelah menerima dan memeriksa SK 
pemeberhentian PNS, praktikan mengisi tanda terima berkas sebagai bukti 
untuk memastikan bahwa berkas telah diterima oleh BAPEK dan tanda 
terima tersebut diberikan kepada PNS atau kuasa hukum yang ditujukan 
mengajukan permohonan banding. Setelah tanda terima diberikan, 
praktikan juga memberikan kuesioner dan meminta PNS atau kuasa 
hukum untuk mengisi kuesioner tersebut terkait dengan pelayanan yang 
diberikan oleh BAPEK.  
 
Gambar 3. 3 Bukti Tanda Terima Permohonan Banding 
Sumber: data diolah oleh praktikan 
Langkah ketiga yang dilakukan adalah melakukan registrasi surat 
permohonan banding administratif pada aplikasi BAPEK yaitu Sistem 






permohonan banding yang sudah diterima dari PNS atau kuasa hukum 
kemudian diinput kedalam aplikasi BAPEK untuk memberikan nomor 
registrasi pada setiap berkas banding yang diterima pada bagian Tata 
Usaha. Registrasi ini bertujuan untuk memudahkan dalam pencarian 
banding administratif, data, dan dokumen PNS tersebut. Sebelum 
melakukan registrasi yang dilakukan oleh praktikan adalah membuka 
aplikasinya dan login dengan salah satu akun pegawai, masukkan 
username dan password akun. Jika laman sudah muncul, kemudaian pilih 
entry surat masuk, input nama, NIP, tanggal lahir, instansi, unit kerja, 
jabatan PNS yang dihukum, sampai tanggal diterima surat banding 








Gambar 3. 4 Registrasi Banding Administratif 
Sumber: data diolah oleh praktikan 
Langkah keempat yang dilakukan adalah membuat disposisi surat 
banding admistratif. Setelah berkas banding administrasi diregistrasi, lalu 
dibuatkan disposisi surat masuk untuk diteruskan kepada Asisten 
Sekretaris BAPEK sebagai catatan/instruksi mengenai tindak lanjut dari 
berkas banding yang diterima. Disposisi nantinya diserahkan dan disetujui 
oleh Asisten Sekretaris BAPEK sebagai perintah agar berkas di 
proses/ditindaklanjuti oleh bagian Teknis. Dalam membuat disposisi surat 
masuk, hal yang dilakukan praktikan adalah menginput berkas banding ke 
dalam agenda surat masuk untuk dibuatkan nomor surat. Dalam 
pengurusan surat-menyurat, BAPEK membuat pengagendaan surat dalam 
excel yang terhubung secara otomatis dengan mailings pada word untuk 
membuat disposisi surat. Data surat yang sudah diinput dalam excel secara 
otomatis akan ada dalam mailings pada word. Praktikan hanya cukup 






mailings surta pada word dan disposisi surat yang diinput akan muncul 
secara otomatis. Setelah itu, praktikan dapat mencetak disposisi sesuai 
nomor surat yang dibuat. 
 
Gambar 3. 5 Disposisi Surat Permohonan Banding Administratif 
Sumber: data diolah oleh praktikan 
Langkah kelima yang dilakukan adalah memberikan surat 
permohonan banding administratif dan disposisi surat kepada Asisten 
Sekretaris BAPEK untuk mengetahui tindak lanjut dari surat tersebut. 
Praktikan memberikan surat dan disposisi kepada ke ruangan asisten 
sekretaris dan menunggu hingga asisten mengisi disposisi tersebut. 
Apabila dalam permohonan banding administratif  dan SK pemberhentian 
menyatakan bahwa PNS diberhentikan karena melakukan pelanggaran 
disiplin berat yang tertera dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan wewenang BAPEK untuk memproses 
banding administrtif maka asisten sekretaris akan menginstruksikan agar 






surat permohonan tanggapan dan bahan, namun sebaliknya jika 
pelanggaran disiplin yang dilakukan PNS tindak pidana korupsi dan bukan 
wewenang BAPEK untuk memproses maka asisten sekretaris akan 
menginstruksikan agar dibuatkan surat penolakan banding administratif 
agar PNS dapat mengurusnya ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 
(PT TUN). Surat penolakan juga dibuatkan untuk banding administratif 
yang sudah kadaluwarsa karena melebihi batas pengajuan banding 
adinistratif yaitu 14 hari sejak diterimanya SK pemberhentian PNS dan 
PNS harus menerima pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan 
sendiri sebagai PNS. 
     
Gambar 3. 6 Tindak Lanjut Disposisi oleh Asisten Sekretaris BAPEK 






Langkah keenam yang dilakukan adalah membuat surat 
permintaan tanggapan dan bahan. Setelah mendapat instruksi dari asisten 
sekretaris bahwa permohonan banding administrtif dapat diproses, 
selanjutnya praktikan membuat surat permintaan tanggapan dan bahan 
terkait dokumen PNS yang nantinya dijadikan bukti untuk mendukung 
fakta yang ada terkait pelanggaran disiplin yang dilakukan PNS kepada 
instansi PNS bekerja pada divisi SDM/Biro Kepegawaian. Surat 
permintaan tanggapan dan bahan berisi tentang dokumen yang diperlukan 
untuk digunakan sebagai bahan terkait dengan pelanggaran disiplin yang 
dilakukan PNS. Dokumen-dokumen yang diminta untuk digunakan 
sebagai bahan bukti pendukung terkait dengan pelanggaran disiplin 
tersebut diantaranya: 
1. Tidak Masuk Kerja 
PNS yang dijatuhkan hukuman disiplin berat ini adalah PNS yang tidak 
masuk kerja >46 hari, maka akan diberhentikan dengan hormat tidak 
atas permintaan sendiri. 
a) Absensi dan rekapitulasi absensi 
b) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) 
Berita acara pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui alasan 
PNS tidak masuk kerja dan kronologinya. Berita acara 
pemeriksaan ini juga memberikan kesempatan kepada PNS untuk 
melakukan pembelaa diri. 






Laporan hasil pemeriksaan ini berisi kesimpulan pelanggaran 
disiplin disiplin yang dilakukan oleh PNS. 
d) Surat Panggilan Pemeriksaan 
e) Surat Pernyataan Alasan Langsung  
f) Keputusan Hukuman Disiplin Sebelumnya 
g) Bukti tertulis bahwa PNS pernah melakukan hukuman disiplin 
sebelumnya.  
2. Narkotika 
a) Berita Acara Pemeriksaan 
b) Laporan Hasil Pemeriksaan 
c) Putusan Pengadilan 
d) Surat Pernyataan Atasan Langsung 
e) Keputusan Hukuman Disiplin Sebelumnya 
3. Penyalahgunaan Wewenang dan Menerima Hadiah 
a) Berita Acara Pemeriksaan 
b) Laporan Hasil Pemeriksaan 
c) Bukti yang menguatkan bersangkutan melakukan penyalahgunaan 
wewenang seperti foto, laporan investigasi dari tim pengawasan 
internal, bukti transfer apabila menerima hadiah. 
d) Keputusan Hukuman Disiplin Sebelumnya. 
Dalam membuat surat permohonan tanggapan dan bahan, 
praktikan dapat klik pembuatan surat keluar. Kemudian masukkan nomor 






dengan lampiran 1 (satu) surat permintaan tanggapan dan bahan. Setelah 
itu format akan terunduh dan praktikan dapat mengisi surat permohonan 
tanggapan dan bahan sesuai dengan format yang ada.  








Gambar 3. 7 Surat Permintaan Tanggapan dan Bahan 
Sumber: data diolah oleh praktikan 
Langkah ketujuh yang dilakukan adalah mengirim surat 
permintaan tanggapan dan bahan pada divisi SDM/Biro Kepegawaian 
sesuai instansi PNS bekerja. Surat permohonan tanggapan dan bahan 
dikirim melalui pos. Setelah surat permintaan tanggapan dan bahan yang 
dibuat praktikan diperiksa oleh bagian teknis bidang pengolahan sesuai 
dan dicetak, selanjutnya praktikan membantu bagian Tata Usaha untuk 
mengirim surat permintaan tanggapan dan bahan tersebut. Bagian Tata 
Usaha membuatkan alamat surat dan praktikan ditugaskan untuk 
memasukkan surat permintaan tanggapan dan bahan kedalam map cokelat 
dan menempelkan alamat pada bagian luar map. Surat permintaan 







Langkah kedelapan yang dilakukan adalah menerima tanggapan 
surat dan bahan dari divisi SDM/Biro Kepegawaian instansi PNS bekerja. 
Tanggapan surat dan bahan yang diberikan oleh divisi SDM/Biro 
Kepegawaian juga dikirimkan melalui pos kepada bagian Tata Usaha. 
Divisi SDM/Biro Kepegawaian memberikan bahan bukti yang diminta 







            














Gambar 3. 8 Bahan Bukti Pendukung Proses Banding Administratif 
Sumber: database perusahaan 
Langkah kesembilan yang dilakukan adalah membuat konsep 
risalah sidang. Setelah bahan pengajuan administratif banding lengkap dan 
terpenuhi maka pihak BAPEK akan membuat risalah sebagai 
pertimbangan untuk penjatuhan hukuman disiplin yang diputuskan bagi 
PNS. Seperti yang dijelaskan pada kegiatan umum BAPEK, konsep risalah 
sidang dibagi mejadi 3 (tiga) yaitu risalah sidang kecil, risalah pra sidang, 
dan risalah sidang. Dalam membuat konsep risalah sidang, praktikan 
hanya diberikan tugas untuk membuat konsep risalah sidang kecil dengan 







Dalam membuat konsep risalah sidang kecil, praktikan diberikan 
format urutan pengerjaan untuk membuat konsep risalah sidang kecil oleh 
mentor untuk menguraikan fakta-fakta pelanggaran disiplin yang 
dilakukan PNS. 
 
Gambar 3. 9 Format Urutan membuat Konsep Risalah Sidang 
Sumber: database perusahaan 
 Konsep risalah sidang kecil yang akan dibuat, dapat didownload 
pada aplikasi BAPEK dengan memilih lampiran 5 (lima). Dalam membuat 
konsep risalah sidang kecil, hal pertama yang dilakukan oleh praktikan 
adalah mengisi informasi berdasarkan data PNS pada format yang sudah 
diberikan oleh mentor. Informasi tersebut ialah nomor register, nama, NIP, 
pangkat, jabatan, tanggal lahir, TMT.CPNS, masa kerja, dan lain-lain. 






tuduhan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS pada konsep 
risalah sidang kecil. 
Setelah itu praktikan menghitung jumlah absensi PNS tidak masuk 
kerja tanpa alasan yang sah dan menuangkannya dalam fakta pelanggaran 
disiplin. Selanjutnya menguraikan Berita Acara Pemerikasaan yang telah 
dilakukan oleh instansi atau pejabat yang berwenang kepada PNS yang 
bersangkutan bahwa PNS tersebut telah mengakui perbuatannya dengan 
alasan yang jelas. Apabila tidak ada BAP, maka yang diuraikan adalah 
surat pemanggilan untuk dilakukan pemeriksaan yang menyatakan bahwa 
PNS yang bersangkutan tidak hadir saat pemeriksaan. Kemudian 
menguraikan hukuman disiplin sebelumnya, apabila yang bersangkutan 
terbukti pernah melakukan pelanggaran disiplin sebelumnya, menguraikan 
alasan PNS mengajukan permohonan banding administratif. Lalu 
menguraikan tanggapan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau 
instansi terkait dan menguraikan bahan atau bukti pendukung lainnya yang 
dapat menjadi pertimbangan BAPEK dalam memutuskan permohonan 
banding administratif PNS. Setelah itu, praktikan diminta untk 
memberikan evaluasi pelanggaran disiplin yang nanti dijadikan 
pertimbangan dalam sidang kecil atau sidang internal unit sekretariat 
BAPEK berkaitan dengan hal yang meringankan dan memberatkan 




















Gambar 3. 10 Konsep Risalah Sidang Kecil Kasus TMK 
Sumber: data diolah oleh praktikan 
Langkah kesepuluh yang dilakukan dalam proses banding 
administratif adalah melakukan sidang BAPEK. Seperti yang dijelaskan 
pada kegiatan umum BAPEk, sidang BAPEK dibagi menjadi 3 yaitu 
sidang kecil, pra sidang, dan sidang BAPEK. Sidang BAPEK dihadiri oleh 
ketua, sekretaris, 5 (lima) anggota BAPEK, dan asisten sekretaris BAPEK. 
Bahan yang dibahas dalam sidang BAPEK adalah risalah sidang BAPEK. 
Pelaksanaan sidang internal yang dilakukan pada sekretariat BAPEK, 
praktikan tidak diperbolehkan untuk  menghadiri sidang karena bersifat 
tertutup.  
Langkah kesebelas yang dilakukan dalam proses banding 
administratif adalah mengambil keputusan. Setelah sidang BAPEK 
dilakukan maka akan ada keputusan yang diberikan kepada PNS yang 
melakukan banding admistrtaif. Keputusan BAPEK bersifat final dan 
mengikat sehingga harus dilaksanakan oleh semua pihak baik instansi atau 
pun PNS yang bersangkutan. Hasil keputusan BAPEK dapat memperkuat 






permintaan sendiri sebagai PNS, memperingan hukuman disiplin berupa 
penurunan pangkat setingkat lebih rendah, dan dapat membatalkan 
hukuman disiplin yang ditetapkan oleh instansi 
Langkah kedua belas yang dilakukan dalam proses banding 
administratif adalah membuat Surat Keputusan (SK) BAPEK. Setelah ada 
putusan BAPEK terhadap banding adminiatratif PNS, maka unit 
sekretariat BAPEK bertugas untuk membuat SK BAPEK. Surat 
Keputusan BAPEK terdiri dari memperkuat hukuman disiplin berupa 
pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, 
memperingan hukuman disiplin, dan dapat membatalkan hukuman 
disiplin yang ditetapkan oleh instansi. Format SK BAPEK dapat diunduh 
pada aplikasi BAPEK. SK BAPEK dibuat 2 (dua) rangkap yang 
diserahkan kepada PNS yang bersangkutan dan diserahkan kepada instansi 
pada divisi SDM/Biro Kepegawaian PNS bekerja. SK BAPEK ditanda 









Gambar 3. 11 Format SK BAPEK 
Sumber: database perusahaan  
Langkah terakhir yang dilakukan dalam proses banding 
administratif adalah mengirim Surat Keputusan (SK) BAPEK. Setelah SK 
BAPEK selesai dibuat, maka selanjutnya SK tersebut dikirimkan kepada 
PNS yang bersangkutan dan kepada instansi pada divisi SDM/Biro 
Kepegawaian PNS bekerja. Apabila PNS tidak menerima keputusan 
BAPEK yang tertera dalam SK BAPEK, maka PNS tersebut dapat 
mengajukan banding ke PT TUN. 
2. Menerbitkan dan Mengunggah Surat Cuti Pegawai  
Kegiatan yang dilakukan praktikan pada unit sekretariat BAPEK 
adalah menerbitkan dan mengunggah surat cuti pegawai yang dilakukan 
melalui aplikasi web. Hal ini dilakukan oleh praktikan untuk membantu 
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Gambar 3. 12 Proses Menerbitkan dan Mengunggah Surat Cuti Pegawai 
Sumber: data diolah oleh praktikan 
Tugas ini diberikan kepada praktikan oleh Kepala Tata Usaha 
BAPEK, yang berhubungan dengan surat cuti pegawai. Dalam 
mengerjakan pekerjaan ini, praktikan menggunakan aplikasi web Sistem 
Informasi Pengelolaan Data Kehadiran dan Ketidakhadiran Pegawai 
(SIPENDEKAR) yang dapat diakses pada laman 
Start 
Buka aplikasi web 
SIPENDEKAR dan login 
Input data cuti dan 
cetak surat cuti  
Minta persetujuan cuti oleh 
atasan langsung  
Unggah hasil surat 
cuti 
Menunggu persetujuan 








http://sipendekar.bkn.go.id. Pada aplikasi web tersebut praktikan 
diberikan username dan password oleh Kepala Tata Usaha agar 
memudahkan praktikan dalam melakukan pekerjaan. 
Langkah pertama yang dilakukan praktikan adalah membuka 
aplikasi web Sistem Informasi Pengelolaan Data Kehadiran dan 
Ketidakhadiran Pegawai (SIPENDEKAR). Setelah laman SIPENDEKAR 
terbuka kemudian login dengan mengisi username serta password pegawai 
yang ingin mengajukan cuti. 
  
Gambar 3. 13 Login pada Laman Aplikasi Web SIPENDEKAR 
Sumber: data diolah oleh praktikan 
Langkah kedua yang dilakukan praktikan adalah menginput data 
cuti pegawai yang bersangkutan kedalam aplikasi web SIPENDEKAR dan 
mencetak surat cuti tersebut. Pada laman aplikasi web SIPENDEKAR 
pegawai pilih pengajuan cuti dan klik tambah untuk menginput jenis cuti. 
Setelah laman muncul, masukkan jenis cuti yang akan diambil (cuti diluar 
tanggungan negara, cuti melahirkan, cuti tahunan, cuti alasan penting, cuti 






(hari atau bulan), keterangan (alasan cuti), dan alamat selama menjalankan 
cuti. Setelah data cuti diinput dengan benar kemudian pilih ambil cuti. 
Data cuti yang sudah selesai diinput kemudian dicetak untuk mendapatkan 
persetujuan dari pejabat atau atasan langsung pegawai.  
 
Gambar 3. 14 Data Pengajuan Cuti 
Sumber: data diolah oleh praktikan 
Langkah ketiga yang dilakukan praktikan adalah meminta 
persetujuan cuti pada atasan langsung. Surat cuti pegawai yang sudah 
dicetak, kemudian diserahkan kepada atasan langsung untuk mendapatkan 
persetujuan cuti yang diajukan oleh pegawai. Atasan pegawai akan 
memberikan tanda tangan pada surat cuti yang sudah dicetak. Apabila 
atasan tidak menyetujui surat cuti yang diajukan oleh pegawai maka 







Gambar 3. 15 Hasil Printout Formulir Pengajuan Cuti 
Sumber: data diolah oleh praktikan 
Langkah keempat yang dilakukan praktikan adalah mengupload 
surat cuti yang sudah disetujui atasan. Surat cuti yang disetujui dengan 
ditandatangani oleh atasan, maka surat cuti tersebut dapat diunggah 
kembali pada aplikasi web SIPENDEKAR. Sebelum file diunggah surat 
cuti discan terlebih dahulu dan disimpan sehingga memudahkan dalam 
mencari file atau hasil scan surat cuti. Hasil scan tersebut kemudian 
diunggah pada aplikasi dengan memilih perintah ubah data, kemudian 














Gambar 3. 16 Proses Unggah Formulir Pengajuan Cuti 
Sumber: data diolah oleh praktikan 
Langkah terakhir yang dilakukan adalah menunggu persetujuan 
Biro Kepegawaian. Cuti yang diajukan oleh pegawai terpusat pada Biro 
Kepegawaian. Oleh karena itu, surat cuti tersebut harus diketahui dan 
disetujui oleh Biro Kepegawaian. Apabila surat cuti disetujui oleh atasa 
langsung, maka Biro Kepegawaian juga akan menyetujuinya. Pengajuan 
cuti selesai dan pegawai dapat mengambil cuti yang sudah diajukan serta 
menyimpan surat cuti asli sebagai bukti apabila dikemudian hari pegawai 
dianggap tidak hadir. 
3. Menginput Kerja Harian Asisten Sekretarias BAPEK 
Selain melakukan tugas sebagaimana yang ada pada unit 
sekretariat BAPEK, praktikan juga ditugaskan menjadi sekretaris 






asisten sekretariat BAPEK, praktikan ditugaskan untuk menginput kerja 
harian dari asisten sekretariat BAPEK. Tugas ini diberikan kepada 
praktikan oleh Asisten Sekretaris BAPEK, yang berhubungan dengan 
kerja harian Asisten Sekretaris BAPEK. Dalam mengerjakan pekerjaan 
ini, praktikan menggunakan aplikasi web E-kinerja yang dapat di akses 
pada laman http://ekinerja-asn.bkn.go.id. Pada aplikasi web tersebut 
praktikan diberi username dan password oleh Asisten Sekretaris BAPEK 
agar memudahkan praktikan dalam melakukan pekerjaan. 
Menginput kerja harian Asisten Sekretaris BAPEK 











Gambar 3. 17 Menginput Kerja Harian Asisten Sekretaris BAPEK 
Sumber: data diolah oleh praktikan 
Langkah pertama yang dilakukan praktikan adalah membuka 
aplikasi web E-Kinerja. Setelah laman E-Kinerja terbuka kemudian login 
Start 
Buka aplikasi web 
E-Kinerja dan login 









dengan mengisi username serta password sesuai dengan akun dari asisten 
sekretaris BAPEK.  
 
Gambar 3. 18 Login pada Laman Aplikasi Web E-Kinerja 
Sumber: data diolah oleh praktikan 
Langkah kedua yang dilakukan praktikan adalah menginput kerja 
harian asisten sekretaris BAPEK. Setelah login keaplikasi maka akan 
muncul laman awal dari aplikasi web e-kinerja ASN BKN. Kemudian pilih 
Daily Evaluation System (DES) untuk menginput kerja harian. Setelah itu 
muncul tampilan dari Daily Evaluation System (DES) dan penilaian rata-
rata kinerja dari asisten sekretariat BAPEK, untuk menginput kerja harian 
asisten sekretaris BAPEK, maka pilih laman laporan harian kinerja. 
Selanjutnya pilih input laporan kinerja harian Sasaran Kinerja Pegawai 
(SKP) dan pilih periode yang diinginkan. Jika sudah muncul maka 
praktikan dapat menginput kerja harian asisten sekretaris BAPEK mulai 






dokumen, jumlah surat, dan jumlah kegiatan) yang dilakukan oleh asisten 











Gambar 3. 19 Input Kerja Harian Asisten Sekretaris BAPEK 
Sumber: data diolah oleh praktikan  
Langkah terakhir yang dilakukan praktikan adalah konfirmasi 
kepada kepala TU bahwa sudah menginput kerja harian asisten sekretaris 
BAPEK. Konfirmasi bertujuan agar kepala TU melakukan pengecekan 
dan perbaikan terhadap pekerjaan yang sudah dilakukan oleh praktikan.  
C. Kendala Yang Dihadapi  
Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Badan Pertimbangan 
Kepegawaian (BAPEK), ada beberapa kendala yang dihadapi oleh praktikan, 
baik kendala dari dalam diri praktikan maupun kendala dari lingkungan tempat 
PKL yang pratikan alami. 
Adapun kendala-kendala yang dihadapi tersebut antara lain: 
1. Pada awal pelaksanaan PKL, praktikan merasa komunikasi dengan 
karyawan lain terasa terbatas kecuali dengan mentor PKL praktikan. Hal 






lingkungan PKL. Praktikan mengalami kecanggungan sehingga membuat 
praktikan kurang bersosialisasi dengan karyawan lain.  
2. Pekerjaan atau tugas yang dikerjakan oleh praktikan berkaitan dengan 
hukum, membuat praktikan sulit untuk memahami dan menyelesaikannya 
dengan cepat. Hal ini dikarenakan praktikan harus mempelajari bahasa dan 
format hukum yang berkaitan dengan proses banding administratif.  
D. Cara Menghadapi Kendala 
Walaupun terdapat kendala yang dihadapi praktikan selama melaksanakan 
PKL, tetapi praktikan dapat menyelesaikan PKL dengan baik. Adapun cara 
praktikan menyelesaikan kendala-kendala tersebut selama melaksanakan PKL 
di Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) adalah sebagai berikut: 
1. Sosialisasi Antar Karyawan 
Sosialisasi sangat diperlukan dalam lingkungan bermasyarakat maupun 
lingkungan di kantor, karena bersosialisasi yang baik memberikan 
komunikasi yang efektif sehingga pekerjaan dapat terselesaikan dengan 
baik. Menurut (Kowtha, 2018) sosialisasi organisasi adalah proses 
membantu karyawan baru mempelajari pengetahuan, keterampilan, dan 
perilaku yang mereka butuhkan untuk berhasil dalam organisasi baru 
mereka. Yanfei Wang,Yu Zhu (2006) dalam (Tiantian, 2019) 
mengemukakan bahwa sosialisasi organisasi adalah seorang individu 
beradaptasi dengan sistem organisasi yang baru dengan menyesuaikan 
sikap kerjanya, perilaku kerja, dan konsep, dan setuju dengan tujuan 






organisasi. Sesuai dengan pernyataan tersebut, upaya yang dapat 
dilakukan praktikan dalam bersosialisasi dengan karyawan lain yaitu 
selalu membangun komunikasi dengan baik dan bertanya terkait hal yang 
tidak diketahui oleh praktikan sehingga dapat beradaptasi dengan 
lingkungan baru. Sosialisasi antar karyawan dapat saling menyesuaikan 
tingkah laku sehingga terciptanya hubungan yang harmonis (Tiantian, 
2019). 
2. Pekerjaan atau Tugas 
Dalam melakukan pekerjaan dibutuhkan kerjasama agar pekerjaan dapat 
terselesaikan dengan baik. Namun apabila terjadi kendala dapat 
melakukan konsutasi dengan karyawan lainnya. Kynighou (2012) dalam 
(Parent & Lovelace, 2015) menemukan berbagai tanggapan terhadap 
perubahan tergantung pada seberapa banyak konsultasi dengan karyawan. 
Konsultasi formal dengan karyawan merupakan keterlibatan karyawan 
yang sangat penting bagi keberhasilan perusahaan. Sesuai dengan 
pernyataan tersebut, pekerjaan atau tugas yang diberikan kepada praktikan 
berkaitan dengan ilmu hukum, terutama dalam membuat risalah/ringkasan 
yang berisi fakta yang menunjukkan pelanggaran disiplin yang telah 
dilakukan PNS. Dalam menghadapi kendala ini praktikan melakukan 
konsultasi dengan karyawan. Konsultasi ini sangat membantu praktikan 
dalam meyelesaikan pekerjaan dan tugas yang diberikan. Selain itu, 
karyawan juga bersikap terbuka  dengan pekerjaan atau tugas yang 






dengan baik. Dengan begitu dapat membuat praktikan melakukan 
perubahan akan pekerjaannya menjadi lebih baik lagi. Melalui konsultasi 







BAB IV  
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Setelah melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan (PKL) selama 2 
bulan (40 hari kerja) di Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) bagian 
Sekretariat BAPEK praktikan mendapatkan pengetahuan dan pengalaman 
mengenai dunia kerja nyata. Dari praktik kerja lapangan yang dilaksanakan 
praktikan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Praktikan mengetahui proses banding administratif PNS. Proses banding 
administratif yang dilakukan mulai dari penerimaan permohonan banding 
administratif, registrasi banding administratif, sampai membuat konsep 
risalah sidang yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam 
memberikan keputusan hukuman disiplin kepada PNS. 
2. Praktikan mengetahui proses menerbitkan dan mengunggah surat cuti 
pegawai melalui aplikasi web SIPENDEKAR. Kegiatan dilakukan mulai 
dari menginput data cuti sampai mengunggah surat cuti yang sudah dicetak 
dan ditandatangai atasan kedalam aplikasi web SIPENDEKAR. 
3. Praktikan mengetahui kerja harian asisten sekretaris BAPEK. Pada tugas 
ini praktikan menginput langsung kerja harian asisten sekretaris BAPEK 
pada aplikasi E-kinerja dengan login menggunakan akunnya. Setelah 
menginput kerja harian asisten sekretaris BAPEK praktikan melakukan 








Pelaksanaan di Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) bagian 
Sekretariat BAPEK berjalan lancar namun masih banyak yang harus 
diperbaiki. Berikut beberapa saran dari praktikan. 
Saran untuk Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) : 
1. Dapat memberikan pengarahan mengenai SOP dalam membuat konsep 
risalah sidang kepada praktikan, sehingga adanya persamaan format 
penulisan konsep risalah sidang sesuai kesepakatan yang sudah dibuat. 
2. Perlu dibuatnya struktur organisasi yang terdokumentasi sehingga 
memudahkan dalam melihat pembagian tugas masing-masing pegawai 
dilingkungan unit kerja BAPEK. 
3. Perlu pengaktifan kembali website BAPEK sebagai sarana informasi 
pengguna layanan BAPEK. 
Saran untuk Universitas Negeri Jakarta : 
1. Pihak Universitas Negeri Jakarta, khususnya Fakultas Ekonomi dapat 
memberikan beberapa rekomendasi tempat PKL kepada mahasiswa di 
perusahaan atau instansi yang bekerjasama dengan UNJ. 
2. Fakultas dan Universitas lebih mempermudah dan meningkatkan kualitas 
pelayanan pembuatan surat izin pelaksanaan PKL. 
Saran untuk Mahasiswa : 
1. Kembangkan interpersonal skill karena kemampuan ini sangat diperlukan 
dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain dan etika, 






2. Sering berkonsultasi dengan dosen dan senior untuk mendapatkan 
informasi tempat PKL yang sesuai dengan keahlian yang dimiliki dan 








Badan Kepegawaian Negara. 2015. “E-Kinerja ASN BKN.” 2015. http://ekinerja-
asn.bkn.go.id/expneo/. Diakses tanggal 4 November 2019 pukul 11.30 
Badan Kepegawaian Negara. 2018. “Sistem Informasi Pengelolaan Data Kehadiran 
dan Ketidakhadiran Pegawai.” 2018. http://sipendekar.bkn.go.id/.Diakses 
tanggal 4 November 2019 pukul 12.30 
Fakultas Ekonomi. 2012. “Pedoman Praktik Kerja Lapangan Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta.” Universitas Negeri Jakarta.  
Kowtha, N. R. (2018). Organizational socialization of newcomers: the role of 
professional socialization. International Journal of Training and 
Development, 22(2), 87–106. https://doi.org/10.1111/ijtd.12120 
Parent, J. D., & Lovelace, K. J. (2015). The Impact of Employee Engagement and 
a Positive Organizational Culture on an Individual ’ s Ability to Adapt to 
Organization Change. Eastern Academy of Management Proceedings: 
Organization Behavior and Theory Track, 1–20. Retrieved from 
http://scholarworks.merrimack.edu/mgt_facpubhttp://scholarworks.merrimac
k.edu/mgt_facpub/10 
Tiantian, Z. (2019). A Review of organizational socialization of New employees, 































































Lampiran 6 : Dokumentasi Foto Bersama 
 
Lampiran 7 : Daftar Tugas Harian Praktik Kerja Lapangan 
No Hari/Tanggal Kegiatan PIC Dokumen Output 
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8 Rabu, 17 Juli 
2019 
9 Kamis, 18 Juli 
2019 







11 Senin, 22 Juli 
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23 Rabu, 07 
Agustus 2019 
24 Kamis, 08 
Agustus 2019 
25 Jum’at, 09 
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Lampiran 9 : Lembar Persetujuan Sidang PKL 
